
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Di Indonesia

perkawinan beda  agama diatur dalam peraturan perundang-undangan produk

kolonial Belanda yaitu GHR (regeling op de gemengde huwelijken) dan juga

HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesien). Setelah berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai

perkawinan beda agama secara tertulis belum diatur dalam Undang-Undang

tersebut, sehingga dengan adanya hal ini maka dalam hal perkawinan beda

agama terdapat kekosongan hukum ( Recht Vacum).

2. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama maka dapat menyebabkan

akibat hukum yaitu adanya dualisme fungsi catatan sipil, dan juga adanyan

penyelundupan hukum.

.



5.2. Saran

Dari uraian diatas, maka penulis memenrikan saran sebagai berikut:

1. Karena di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang perkawinan beda agama, maka saran dari penulis bahwa sebaiknya

dibentuklah sebuah peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang

perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama dapat dianggap sah

di depan agama, hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Demi kelangsungan hidup dan untuk menghargai hak asasi setiap orang, dan

untuk menghindari terjadinya akibat hokum maka akan sangat lebih baik jika

sudah dibentuk peraturn perundang-undangan harus diterapkan dengan secara

tegas sehingga sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan

bermasyarakat dan bergama dan dengan adanya peraturan tentang perkawinan

beda agama juga terdapat kepastian hukum bagi pasangan yang ingin

melangsungkan perkawinan beda agama dan untuk menghindari terjadinya

penyelundupan hukum.
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